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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Nomor @S0 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Menimbang - a  bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuat dengan asas penyelenggaraan pemerintahan vang baik dan guna
mewwjudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak vang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan standar pelavanan |
b.  bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a,

maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanuh Utara

Mengingat - 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom  Kabupaten-Kabupaten Dalam  Lingkungan Daerah  Provinsi

Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang

Pembentukan Kabupaten Daint jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998

tentang  Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Toba Samosir dan

Kabupaten Daerah Tingkat | Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan , Kabupaten

Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera

Utara,

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Undang-undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

6.  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemenntahan
Dacrah |

7. Peraturan Pemenintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

8. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemenintah |

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras
Nomor |5 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan |

10, Peraturan Bupau Tapanuhh Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kab. Tapanui Utara
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Menctapkan Standar Pelayanan Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan

Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan ini,

Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Tapanuh

Utara dimaksud dalam diktum KESATU meliputi

& Layanan Rekomendasi lzin Operasional Penyelenggaraan PAUD.,
PKBM, Kursus, Vokass, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS.

b.  Rekomendasi Perpanjangan lzin Operasional Penyelenggaraan PAUD,

PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS;

Layanan Penerbitan NPSN PAUD dan PKBM,

Layanan Rekomendast’ Mutasi Siswa SD dan SMP,

Pembuatan Pengganti ljazah,

Layanan Nomor Pokok Nasional (NPSN) SD dan SMP,

Layanan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan pendidikan Formal tingkat

SD dan SMP Swasta,

Layanan Perpanjangan Rekomendasi 1zin Pendinian Satuan pendidikan

Formal tingkat SD dan SMP Swasta,

Pengurusan Legalisir jazah,

Layanan Magang PKL/KKN/Penclitian;

Layanan Mutasi Guru,

Layanan Dapodik Penambahan PTK Baru,

Layanan Tunjangan Pendidik;

Layanan Pengesahan Kunkulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
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Standar Pelayanan scbagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wapb
dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan schbagai acuan dalam
penilatana  Kinena  pelayanan  oleh pimpinan  penyelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam penvelenggaraan pelayanan publik.
Keputusan imt mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau
kembali apabila dikemudian hart terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di Tarutung
Padatanggal § Apnl 2022

ARIFIN HUTASOIT, S.IP. M.SP
CUTAMA MUDA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara ;

2. Pertinggal.



A.

B.

LAMPIRANT © KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR © oo TAHUN 2022
TANGGAL - 7@ April 2022
TENTANG STANDAR  PELAYANAN  DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TAPANULI UTARA GAMBARAN UMUM

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk berdasarkan
Peraturan Dacrah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 2016 temang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498 ),

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara melalui Sekretaris
Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara mempunvai  tugas
membantu Bupati Tapanuli Utara dalam melaksanakan penyusunan dan kebyakan Pemerintah
dibidang Pendidikan sebagai berikut -

a  Perumusan kebyakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan,

b, Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal,

¢ Pembinaan pendidik, tenaga kependidikan dan kebudayaan,

d  Penyelenggaraan 1zin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan
nonformal oleh masyarakat,

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

o

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten berlokasi di Jin. Raja Johannes Hutabarat,
Tarutung 22416 Sumatera Utara  dengan nomor telepon 0813-6175-3232 dan E-Mail -
dinaspendidikan tap utura @ gmail com, sumber daya manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanuli Utara bertugas sebanyak 64 orang terdini dari 44 orang PNS dan 20 orang
Non PNS.

Data Kepagawaian berdasarkan Pangkav/Golongan |

NO | GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN

1| Golongan IV 20

2 | Golongan I1] 26 Orang

3 | Golongan II 13 Orang

4 | Golongan | - Orang _

5 | Non PNS 21 Orang 4
Jumlah 62 Orang _I§

DASAR HUKUM

. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Dacrah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo, Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerab Tingkat 11 Toba Samosir
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun




2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan , Kabupaten Pakpak Bharat dan

Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-

undangan,

Undang-undangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Dacrah,

Peraturan Pemenintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

7. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,

8  Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kab. Tapanui Utara;

9. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan. Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli
Utara,.
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C. SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan Prasarama, danatau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan
pelayanan, hal tersebut disesuatkan dengan jenis pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanuh Utara.

D. KOMPETENSI PELAKSANAAN
Sumber daya manusia (SDM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli
Utara merupakan tamatan dan disiplin ilmu dibidang pendidikan atau yang sudah disctarakan
dengan pendidikan SMA sederajat, D3 S1 dan S2.

E. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SP1)
Dilakukan oleh pimpinan secara jenjang
= Kepala Dinas
- Sekretans
= Kepala Bidang
- Kepala Seksi

F. JAMINAN PELAYANAN
Jaminan Pelayvanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan
perlakuan yang sama kepada semua pengguna jasa pelavanan. Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan
Kabupaten Tapanuli Utara berupaya menmingkatkan pelayanan vang sudah ada, dengan cara
mengikutsertakan aparatur dalam diklat’ bimbingan teknis dan sosialisasi tentang pelayanan,

G. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudavaan
Kabupaten Tapanuli Utara adalah bahwa setiap anggota pengunjung mempunyar hak yang sama
untuk dilayanmi apabila telah memenuhi persyaratan dengan ketentuan cepat, tepat dan hasilnya
dapat dipertanggungjawabkan,

H. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
Pelaksanaan cvaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satwan waktu. Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melakukan evaluasi Kinerja sebulan sekali




dan disesuaikan dengan penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Hasil penilaian kinerja akan
berpengaruh kepada besaran tambahan penghasilan pegawai vang akan diterima,

Ditetapkan di Tarutung
REPAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2 BONTOR ARIFIN HUTASOIT, S.IP. M.SP
UBEMBINA UTAMA MUDA
NP 19731003 199303 1 003




LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 0390 TAHUN 2022
TANGGAL April 2022
TENTANG © STANDAR  PELAYANAN DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA

STANDAR PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAPANULI UTARA

LLA. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rekomendasi [zin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non
Formal, TPA, KB dan SPS

NO | KOMPONEN | ___URAIAN '

" PERSYARATAN | Surat Permohonan Pen nyelenggara/Kepala Sekolah PAUD, PKBM,

Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS.

Strktur Organisasi PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non

Formal, TPA KB dan SPS,

Profil Lembaga PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal

TPA KB dan SPS,

Denah Lokasi PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal,

TPA KB gan SPS,

Fotocopy Akte Notaris Lembaga PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi

Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS

Fotokopi NPWP atas nama PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidkan

Non Formal, TPA, KB dan SPS;

Fotokopi NPWP Ketua Penyelenggara PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi,

Pendidikan Non Formal. TPA, KB dan SPS

Fotokop: KRP Ketua Penyelenggara,

Fotokopi ljazah Guru PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non

Formal, TPA KB dan SPS;

10 Surat Keterangan Pemakaian Gedung (bagi lembaga yang masih
menyewa gedung).

11 Daftar Siswa Aktif,

12 Fotokopi surat keterangan domisili dan Kepala Desa/Lurah;

13 Surat Rekomendasi dari coordinator wilayah pendidikan kecamatan

14 Fotokopi modul pembelajaranvkurukudum PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi,
Pendidikan Non Formal TPA KB dan SPS
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penzinan,

Dinas Perizinan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan melalu Aplikas: e-perizinan,

Dinas Pendidikan dan KebudayaarnvBidang PAUD dan Pendidikan

Nmfom\aldunmm:amykaw.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal akan

mengeluarkan surat Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan

PAUD, PKBM. Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA. KB dan

SPS untuk di tandatangani Kepala Dinas.

6 Kepala Dinas Menandatangani surat Rekomendasi Izin Operasional
Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus. Vokasi Pendidikan Non
Formal, TPA, KB dan SPS,

7 Bagan Umumdan Kepegawaian membuat nomor sural keluar
Rekomendasi [zin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus,
Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA KB dan SPS:

ammpmmmmmymmmmmpwom
Pendidtkan Nonformal akan mengupload surat Rekomendasi Izin
Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM.  Kursus, Vokasi,
Pendidikan Non Formal, TPA. KB dan SPS secara online melalui
layanan e-perizinan,

9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
PintuTapanuli Utara akan memproses penerbitan lzin Operasional

\ Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non

A W oN

|

Formal, TPA, KB dan SPS i |
3| WAKTU PELAYANAN | 1 (satu) minggu
4| BIAYAPELAYANAN | GRATIS )
5 PRODUK PELAYANAN Surat Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM.
‘ S Kursus, Vokasi, Pendidtkan Non Formal, TPA, KB dan SPS ]
68  PENGADUAN DAN Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- INFORMASI LEBIH No HP 0813-6175-3232
' LANJUT DAPAT
- DISAMPAIKAN ATAU Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur
- DIPEROLEH MELALUI 1 Datang langsung
2 Surat

3 Via Teip/Wa

S S— —
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NO

1

URAIAN

[

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan |
Nasional,

2 Mwmmzsrmmwwmmpm
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tmmmwmwmm&m.

3 PMWNWQBTMZOQMPM
UMMWNWZSTMZOOBMP&WMk
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Perangkat
mmmmmmmmnmzmsm
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5 mumeumwmmAmummdmm
Nmnr15Tm2014meedmunsdemm.

6 mwm«rmmsmmm
Organisasi Fungsi Serta Tata Kera Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tapanui Utara: )
MWWPMMWWW
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendinan Satuan Pendidikan
Nonformal
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Saluan Pendidikan Anak
Usia Dini

Sarana dan Prasarana
dan/atau Fasilitas

ATK

Buku Agenda
Kamera
Komputer
Printer

B WN A WA -
{

Kuaitas pendidikan minimal SLTA Sederajat
Mampu mengoperasikan komputer
Memberikan pefyanan dengan Senyum. Sapa dan Salam, (3S)
Mampu berkomunikasi secara lisan dan teriulis secara balk

3. pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat agar tercapai hasil yang
: singani

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekall




ILA. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rekomendasi lzin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi,
Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
NO | KOMPONEN | o URAIAN =
1 | PERSYARATAN 1. Surat Permohonan Penyelenggara/Kepala Sekoiah PAUD. PKBM
Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS;
2. Struktur Organisasi PAUD, PKBM, Kursus. Vokasi Pendidikan Non
1 Formal, TPA, KB dan SPS,
3 ProfiLlembaga PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, }
TPA, KB dan SPS (Visi. MmdanTupm)
4. DenahSekolah PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi. Pendidikan Non Formal,
TPA KB dan SPS;
5 Foto copy AkteNotarisLembaga PAUD., PKBM. Kursus, Vokasi,
Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS.
6. Fotocopi NPWP atasnama PAUD, PKBM. Kursus. Vokasi, Pandidikan
Non Formal, TPA, KB dan SPS.
7 Fotocopi NPWP Ketua Penyelenggara PAUD, PKBM. Kursus, Vokasi, |
Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS;
8 Fotocopi KRP Ketua Penyelenggara PAUD, PKBM. Kursus, Vokas: |
Pendidikan Non Formal, TPA. KB dan SPS.
8. Fotocopi ljazah terakhir Guru PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan
Non Formal, TPA KB dan SPS.
10. Surat Keterangan Pemakaian Gedung (Bagi Lembaga yang masih |
menyewa gecung),
11 Daftar Siswa Aktif,
12 Fotocop: surat keterangan domisili dan Kepala Desa/l.urah;
13 Surat rekomendasi dan coordinator wilayah pendidikan kecamatan
14. Fotocopi modul pembelajaranvkurikulum PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi,
. o Pendidikan Non Formal, TPA. KB dan SPS. |
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Keterangan : \

Pemohon menyampaikan berkas ke Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Penzinan Terpadu Satu PintuTapanuli Utara,

. Dinas Penzinan kemudian mengupload berkas tersebut ke Aplikasi e-

penzinan,

Dinas Periznan menyampaikan kepada ODinas Pendidkan dan
Kebudayaan melalui Aplikasi e-penzinan,

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Bidang PAUD dan Pendidikan
Nonformal akan melakukan survey ke lapangan,

. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal skan
mengeluarkan surat Perpanjangan Rekomendas: |zin Operasional
Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus Vokasi Pu_wddkan Non
Formal, TPA, KB dan SPS untuk di tandatangani Kepala Dinas.

Kepala Dinas Menandatangani surat Perpanjangan Rekomendasi 1zin




Operasional Penyelenggaraan PAUD. PKBM. Kursus Vokasi,
Pendidekan Non Formal, TPA. KB dan SPS:

7 Bagian Umumdan Kepegawaian membuat nomor sural keluar
Rekomendasi 1zin Operasional Penyelenggaraan PAUD. PKBM. Kursus.
Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA. KB dan SPS:

aoimmmmwmpmmpmm

Pendidikan Nonformal akan mengupload surat Rekomendas: Izin
Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi,
Pendidikan Non Formal, TPA. KB dan SPS secara online melalw
layanan e-penzinan,
Q.MPmMouldeehyumTMSaw
PintuTapanuli Utara akan memproses penerbitan Izin Operasional

Penyelenggaraan PAUD, PKBM Kursus. Vokasi Pendidikan Non
N Formal, TPA, KB dan SPS
3 WAKTU PELAYANAN 1 (satu) minggu
4 | BIAYA PELAYANAN GRATIS = )
5 PRODUK PELAYANAN Surat Rekomendas: Perpanjangan |zin Operasional Penyelenggaraan
) - PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal. TPA KB ¢an SPS
6 | PENGADUAN DAN Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INFORMASI LEBIH No HP 0813-8175-3232
LANJUT DAPAT
DISAMPAIKAN ATAU Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:
DIPEROLEH MELALUI 1 Datang langsung
2. Surat

3 Via Telp/Wa




B MWSMPMWMWWMWMMM

NO KOMPONEN - URAIAN _— ,
1 Dasar Hukum 1 umwmumzormmmm Sistern Pendidikan
Nasional,
2 Undang_Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),
4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114.TmumbarmNoganinkmaNm5887);
5 Pmmpmwmmm
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Fungsi Serta Tata Kera Dinas Pendidikan dan
Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Peraturan Menten Pendidikan Dan Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendinan SatuanPendidikan
Nonformal,
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
8. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
| mmuyow |
2 | Sarana dan Prasarana 1 ATK |
dan/atau Fasitas 2 Buku Agenda
3 Kamera
4 Komputer
= 5 Printer
3 Kompetens: Pelaksana 1. Kualitas pendidkan minimal SLTA Secerajat
2 Mampu mengoperasikan komputer
3. Memberikan pelyanan dengan Senyum, Sapa dan Salam, (3S)
4 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis secara bak
______ 5. Mempu berkordinasi dengan efektif dan efisien e 3
4 | Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara bejenjang !
5 | Jumiah Pelaksana |10rang E
6  Jamnan Pelayanan 1 Maklumat Pelayanan Melakukan layanan sesual dengan standar
2 Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang
memadal dan santun
3 pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat agar tercapai hasil yang
_________ ___sesual yang dingankan
7 Jaminan Keamanandan -
Keselamatan Pelayanan =~ . — g
8 | Evaluasi Kinena Dilaksanakan monitonng dan evaluasi kinera minimal 1 (satu) bulan sekali
Pelaksana




ll. A. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Layanan Penerbitan NPSN PAUD dan PKBM

j LANJUT DAPAT

' DIPEROLEH MELALUI

DISAMPAIKAN ATAU  Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur
1. Datang langsung

2 Surat

3 Via Telp/Wa

NO ' KOMPONEN | = URAIAN — '
1 | PERSYARATAN I Surat Permohonan Penyelenggara/Kepala Sekolah PAUDIPKBM
2 Foto copy Akte Notars Lembaga PAUD/PKBM(di scan ke Paf < 1 MB).
3. Foto copy Nomor induk Berusaha (& scan kePdf < 1 MB),
4 Foto copy Rekomendas! lzin Operasional (di scan kePdf < 1 MB),
$. Folo Plang Sekolah/Lembaga (d scan ke JPG < 1 MB).
6 Foto Sekolah Tampak Depan (di scan keJPG < 1 MB).
7 Luas Tanah LokasiSekolah= M
2 | PROSEDUR )
6
o
N
2
K
1. Pemohon menyampaikan berkas dan membuat soft kopi File B sd F ke
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara bagian
layanan informasi untuk di serahkan ke Bagran Umum dan Kepegawaian
untuk diagendakan dan selanjuinya disampakan kepada Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan untuk di disposisi ke Bidang Pembinaan
PAUD dan Pendidékan Nonformal,
2. &danngDmhkummkmnmkmmmudangm
persyaratan,
3 Petugas di seksi terkalt melakukan pengajuan NPSN ke Kemdikbud
meilaiul Verval SP,;
4 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikas: pengajuan
melalu Aplikasi Online,
5. dalam wakiu 1x24 jam, Jika disetujul oleh Kemdikbud, NPSN diterbitkan
mealalui Aplikasi Online,
6. Petugas Seksi terkait melakukan Printout NPSN,
| 7. Petugas menyampaikan ke Bagian Umum untuk diteruskan ke Kepala
| Dinas untuk di I
8. Petugas Loket menyerahkan NPSN PAUD dan PKBM yang sudah di
tandatangani Kepala Dinas dan di stempel
\
3 WAKTU PELAYANAN | 1 Minggu - 1
4 | BIAYA PELAYANAN . GRATIS . 1
5  PRODUKPELAYANAN  NPSN PAUD atau PKBM = 1
6 | PENGADUAN DAN Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
| INFORMASI LEBIH No HP 0813-6175-3232




lll.B.KmmmSmeohymmymmdmowmmblmm

NO

KOMPONEN [

1

Dasar Hukum

—,—e —

S— L L
1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

2 Undang_Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5357),

4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tertang Kedudukan Susunan
Organisasi Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara,

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non
formal,

8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan

8 Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana

danPrasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan

Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini;

Surat Keterangan Kepala Badan Penelitiandan Pengembangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor -

3574/G4/KL/2009 tentang Nomor Pokok sekolah Nasional (NPSN),

o

10.

1.

'Sarmdanbma

dan/atau Fasiiitas

1 ATK
2 Buku Agenda

3 Komputer
4 Printer

1 Kualitas pendidikan minmal SLTA Sederajat

2 Mampu mengoperasikan komputer

3. Memberikan pelyanan dengan Senyum, Sapa dan Salam, (3S)
4 Mampu berkomunikas! secara lisan dan tertulis secara baik

5 Mempu berkorcinasi efektif dan efisien

Pengawasan Internal | Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara bejenjang
1 0r

LS

1 Maklumat Pelayanan Melakukan layanan sesua: dengan standar
yang talah ditetapkan

2 Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang
memadai can santun

3 mymy::odcbeﬂmmeop& tepat agar tercapai hasil yang
sesual yang dingankan :

Dilaksanakan monitonng dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali




IV.A. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Layanan Rekomendasi Mutasi Siswa SD dan SMP

"1 | PERSYARATAN

'NO { KOMPONEN

1. Surat Permohonan dari orang tuaiwah yang ditandatangan,
2 Surat keterangan diterima di sekolah yang dituu.
3 Surat Keterangan Pindah dan sekolah Asal
4 FC Raport meliputi |
a ldentitas Siswa
b. Nilal kelas terakhir
c me)m(wmmymammmwa

2 | PROSEDUR

Katerangan

1. Pamohon menyampaikan berkas ke petugas lokst dan seterusnys

disampaiakan ke Bagian umum untuk diagendakan dan selanjutnya
disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk o
dISPOSIS:;

Bagian Umum Menyampaikan berkas ke Bidang Pembinaan Pendidikan
SD dan SMP untuk diperiksa dan diproses.

Kepala Seksl Kesiswaan Menandatangani Surat Rekomendasi Mutas:
Siswa.

. Surat Rekomendasi Mutasi Siswa yang sudah ditandatangani dan di

stempel diserahkan ke petugas loket dan selanjunya disampaikan

WAKTU PELAYANAN

BIAYA PELAYANAN
PRODUK PELAYANAN

gOR(Ab%ispu@Mml 1mmymmbemdadim_‘
| Surat Rekomendasi Mutasi Siswa

PENGADUAN DAN
INFORMAS! LEBIH
LANJUT DAPAT
DISAMPAIKAN ATAU
DIPEROLEH MELALUI

L AR Ty

No HP 0813-6175-3232

Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur
1. Datang langsung
2 Surat

1 3 Via TelpWa

|
1



IV B. Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

T

KOMPONEN

URAIAN N =

1 [Daurﬂukun

1 ummmzormmzoosmsmm

2 UMUMNW%TmmmmgPemm
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

3 Peraturan PEmenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubbk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),

4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

5 Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Nomar 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,

6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang |

Pembentukan Perangkat Daerah Kab Tapanui Utara, |

Peraturan Bupat Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs: serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanull Utara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 dan Pengelolaan Dan

Pendidikan

~

2 Sarana dan Prasarana
darvatau Fasilitas

ATK

StempeiPengesahan

Komputer
Printer

0w -

3  Kompstensi Pelaksana

Kualitas pendidikan minimal SLTA Sederajat

Mampu mengoperasikan computer

Memberikan pelyanan dengan senyum, sapa, salam (3S)
Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik
Mempu berkordinasi dengan efektif dan efisien |

PAWN -

————

4 | Pengawasan Internal Pmmdm_gmmhmmmg
5 | Jumiah Pelaksana 1 Orang |
6 Jaminan Peiayanan 1. Maklumat Pelayanan Melakukan layanan sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan
2 Petugas penyelenggaraan layanan memilki kompetens: yang
memadai dan santun
3. Pelayanan yang diberikan secara cepal lepat agar tercapal hasil
____yang sesuai yang dingankan.

Pengecekan ke Sistam DAPODIK dan Dokumen Arsip




V.A. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Layanan Pembuatan Pengganti ljazah

KOMPONEN

PERSYARATAN

oo s

URAIAN

“Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (1anda 1angan Giatas matera:

10.000) yang bersangkutan,

Surat Permnystaan Saks: 2 orang leman seangkatan sekolah (tanda
tangan distas materai 10.000) dan dibuktikan dengan fotokopi (jazah
saks: yang telah dilegalisir sekolah dan fotokopl KTP:

Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dan kepolisian
Fotokopi KTP yang bersangkutan,

Fotokop: ljazah,

Surat Keterangan Pengganti ljazah sesual format yang benar
bermaterai 10000

PROSEDUR

A

- KETERANGAN

1

[ w ~N

Pamohon menyampaikan berkas persyaratan ke petugas loket dan
selanjutnya disampaiakan ke Bagian umum untuk diagendakan dan
selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan untuk di disposisi,

Bagian Umum Menyampalkan berkas ke Bidang Pembinaan
Pendidikan SD dan SMP,

Bidang Pembinaan Pendidkan SD dan SMP memverifikasi berkas
sesuai dengan persyaratan,

Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP,

Patugas menelli kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
Kapala Seksi Peserta Didk dan Pembangunan Karakter meneliti dan
memberikan paraf pada Surat Katerangan tersbut dan selanjunya
disampakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanull Utara untuk ditandatangant.

Bagian Umum menyampaikan berkas yang sudah ditandatangarn: dan
di stempel kepada bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP dan
selanjuinya di sampakan ke petugas loket untuk disampaikan kepada
penenima layanan

) GEER §

| WAKTU PELAYANAN

1 (satu) Hani

BIAYA PELAYANAN

PRODUK PELAYANAN

. GRATIS

oo s w

PENGADUAN DAN
INFORMASI LEBIH
LANJUT DAPAT
DISAMPAIKAN ATAU
DIPEROLEH MELALUI

{

Sekretaris Dinas

'NoHP = 0813-8175-3232
. Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur

1

Datang langsung

2 Surat
|3 Via TelpWa




VB Komponen Standard Pelayanan yang terkat dengan proses pengelolaan pelayanan

NO KOMPONEN

1 ‘Daurmkum

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

_URAIAN

1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
PendidikanNasional,

2 Undang_UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2008 tentangPelayananPubiik
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

5 Peratwran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 7 Tahun 1956 onung'

7. Peraturan Bupat Tepanul Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kab Tapanui Utara, |

8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan
Susunan

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

9 Permendikbud No 28 Tahun 2014 Tentang Pengesahan fotocopy
ljazalvsurat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti lazah/surat
tamat belajar dan penerbitan swrat keterangan pengganti hazah/surat
tanda tamat belajar jenjang pendidikan dasar dan menengah .l

darvatau Fasilitas

ATK

Buku agenda
Komputer
Printer

. Kualitas pendidikan minimal SLTA Sederajat
. Mampu mengoperasikan computer
. Memberikan pelyanan dengans enyum. salam, sapa. sopan. dan santun

NawWwNKEWLN -

Jumiah Pelaksana

LS g0

Jaminan Peiayanan

2 Petugas penyelenggaraan| ayanan memiliki kompetensi yang memadai
dan santun

3 pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat agar tercapal hasil yang

sesuai yang dungankan. ————

g




&

| 5 | PRODUK PELAYANAN | Rekomendasi izin Pendirian Satuan pendidikan Formal tingkat SD dan SMP
Swasta i
6 | PENGADUAN DAN Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : -
INFORMAS| LEBIH NoHP = 081361753232
LANJU'T, DAPAT |
DISAMPAIKAN ATAU mwmmmmmm-
DIPEROLEH MELALUI 1. Datang langsung
2 Surast
| |3 Via Telp/Wa =
e e ’ —

wna.mwmmmmmmm

NO KOMPONEN 1 URAIAN ]
1 | Dasar Hukum 1. Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem y
PendidikanNasional,
2 UMMMZSTMZOOQMPWM&
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5038)
3. P«umm:hNom%Tmzmszdakm
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tmmmmwtmmmsssn
4 Peraturan Pemarintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
M(mmawlmnmzmsﬁmm.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
S Peraturan Menten P Aparatur Negara dan Reformas:
Nom15Tdm2014wmgPodonmsandarMym
'8 NMMTmumm7rmmtsssrm
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dengan
lingkungan daerah provins: Sumatera Utara; |
7 Pmm&mrwmumostmzowm\g
Pembantukan Perangkat Daerah Kab. Tapanui Utara.
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2016  Kedudukan,
Suuanrmsad.TmudewsimeKmDims
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, P . dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
10 Peraturan Menter: Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Ternintegrasi Secara Elektronik
___Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
2 Sarana dan Prasarana 1 ATK
darvatau Fasilitas 2 Buku agenda
3 Komputer
4 Printer N |
3 Kompetensi Pelaksana 1. Kualtas pandidikan minimal SLTA Sederajat '
2. Mampu mengoperasikan computer
3. Memberikan pelyanan dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan
| santun
| 4. mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis secara baik
T — 5. mampu berkordinasi dengan efektif dan efisien
4 | Pengawasan Internal Pengawasan diakukan oleh atasan langsung secara bejenjang
8 Jaminan Pelayanan 1. Makiumat Pelayanan Melakukan layanan sesual dengan standar yang
teiah ditetapkan
2 Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetens: yang memadai
. dan santun
3 pelayanan yang diberikan secara cepal. tepat agar tercapal hasil yang
....... . . Sesual yang dingankan
7 Jaminan Keamanan -
dan Keselamatan
|| Pelayanan o
8 Evaluasi Kinena Dokumen Arsip
Pelaksana




Vill. A. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WW&WMMFW&WSDM

Layanan
SMP Swasta

1

= S -
PERSYARATAN

- URAIAN e i ]

1 Surat permohonan perpanjangan (zin operasonal berkop sekolah/badan |

hukum, bermateras dan kepala sekolatvbadan bukum.
2 Fotocopy surat keterangan dari kelurahary kepala desa.
3 Fotocopy akte pendinan yayasary badan usaha
“ Fwwnwmnlsmwwmymm
5
6

badan usaha,

Fotocopy sertifikat tanah bangunan sekolah

Fotocopy profil sekolah ( visi dan misi, kurikulum, peserta didik,

‘ mmmmwmmm

' 7. Fotocopy jazah kepala sekolah lenaga pendidik dan kependidikan,

'8 Fotocopy izin operasional yang lama,

9 Fotocopy NSS,

10 Fotocopy NPSN.

11 Fotocopy sartifikat akreditas: sekolah terakhir; \

12 Fotocopy sk pengangkatan kepala sekolah, tenaga pendidik dan ’
Kependidikan |

13 Folocopy KTP ketua yayasan, i

14 Fotocopy KTP kepala sekolah

15 Fotocopy NPWP yayasarisekolah,

16 Nila rata-rata yian assement nasional 1 (satu) tahun terakhir;

PROSEDUR

%W@

KETERANGAN

1. Pemohon menyampakan permohonan  urusan  rekomendasi
perpanjangan izin operasional ke petugas loket untuk disampaikan ke
bagian umum untuk diagendakan dan seterusnya disampaikan kepada
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Tap Utara untuk ol
disposisikan

2 Bagian Umum menyampaikan berkas ke Bidang Pembinaan Pendidikan
Dasar untuk diproses,

3 Bidang Pembinaan Pendidkan Dasar Tim study kelayakan perpanjangan |
oparasional sekolah turun ke lokasi pendinan sekolah urduk melakukan
observasi serta mengumpulkan data terkan kebutuhan study kelayakan |
pendinan sekolah.

4 Setelah study kelayakan selesar maka tim melaporkan hasil/ kesimpulan
tidak layak maka berkas akan dikembalikan ke pemohon

S5 Rekomendasi yang sudah diterbitkan oleh Dnas Pendidikan dan
Kebudayaan dimaksud, sebagal dokumen pendukung dalam hal dinas |
perizinan menerbitkan (zin perpanjangan operasional satuan pendidikan |
formal tingkat SD dan SMP Swasta

—ers,

- WAKTU PELAYANAN

7 (tujuh) Han

BIAYA PELAYANAN

PRODUK PELAYANAN

 GRATIS 1

Rekomendas: Perpanangan |zn Pendinan Satuan pendidikan Formal tingkat
SD dan SMP Swasta |

o ol

PENGADUAN DAN
INFORMASI LEBIH
LANJUT DAPAT
DISAMPAIKAN ATAU
DIPEROLEH MELALUI

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
No HP 0813-6175-3232

Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur
‘ 1 Datmglanotmo

3 \RITW




VIl B. Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan proses pengeiolaan pelayanan

[NO | KOMPONEN |

URAIAN

71 -~

1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem

2 umumzsrmmmpmmwn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112
TMLMWRM&WWSO&B)

3 Pmmmmmmrmmmtzmpm
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
TambahanLembaran Negara Republik Indanesia Nomor 5357)

4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat
Dwah(tombaranNemWﬁlmmemzmeNmﬂd.
TMLMNWRWWNWW)

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar -

6 PmmDoerahTWUmaNamr?messTm

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dengan
lingkungan daerah provinsi Sumatera Utara:

| 7. mmrm.mmosrmzmsm

Pembentukan Perangkat Daerah Kab Tapanui Utara,

8  Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan,
Su:umOrgm.TuoasdanmeTmKa:j-Om
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara,

9. Pmmmmmmmaetmzou
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah

10 Mummpuwmdmwmmmzstmzow
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegras: Secara Elektronik
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksana

2 |SarsnadanPrasarana | 1 ATK
dan/atau Fasilitas 2 Buku agenda
3. Komputer
4 Printer
3 Kompetensi Pelaksana 1. Kualitas pendidikan minimal SLTA Sederasat
2. Mampu mengoperasikan computer
3.Mmbenkmpdyamnduwmmmm.sopm.dm
santun
4. mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis secara baik
_5. mampu berkordinasi dengan efektif dan efisien
- Pengawasan Internal wamwmwmmbqem
5 Jumiah Pelaksana 1
6 Jaminan Peiayanan 1 mramwmmmmmm '
telah anetapkan |
2 mmmmmmkmmuymgmw
dan santun
3 pelayanan yang diberikan secara cepal. lepat agar tercapa hasil yang
o sesual yang dingankan
7 Jaminan Keamanan -
;'daanularmtan
IP.WI
8 | Evaluasi Kinerja Dokumen Arsip




IX.A. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Layanan Pengurusan Legalisir ljazah

MELALUI

. KOMPONEN s _ URAIAN = e
PERSYARATAN 1. Ashi lazah/Surat Keterangan penggant) jazan I A]
2. Fotokopi ljazah/Surat Keterangan pengganti ljgzsh lembar
L | 3 FotokopixTP (mirimal 10 )
PROSEDUR B e 1
KETERANGAN
1 Pemchon menyampaikan berkas ke petugas icket untuk disampaikan ke bagian
umum,
2 Bagian Umum melakukan venfikas berkas. mencocokkan antara fotocopi dan jjazah |
3 Jika sudah cocok, petugas melampirkan jazah asli dalam barkss:
4 Bagian Umum memberikan stempel legalisic pada fotocopi jazah; |
5 Bagian Umum memberikan tanggal can stempel dinas pada folocop! jazah yang
telah h tanda tangan, |
6 Pauqasmyerd\kmfowcopoumhymmamawkapmMsbw
| untuk selanjuntnya diserahkan kepada Penerima layanan. d
WAKTU w(umwuh)mtmbpqmmmmw |
PELAYANAN
BIAYA GRATIS
PELAYANAN
PRODUK Legalisir ljazah
PELAYANAN . :
PENGADUAN Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAN No HP 0813-6175-3232
INFORMASI
LEBIH LANJUT | Adapun saran dan masukan dapal dilakukan dengan prosedur
DAPAT 1. Datang langsung
DISAMPAIKAN 2 Surat
ATAL 3. Via Telp'Wa
DIPEROLEH




Xl. A. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO |
1

Layanan Mutasi Guru

| PROSEDUR

; ~ URAIAN

Surat Permohonan Guru PNS:

:mooopygkmmmh
otocopy SKP 2 tahun terakhir dilegalisir Sekolah

Rekomendasi dan Kepala Sekolah asal’ o

Rekomendasi dari Kepala Sekolah yang dituju,

Fotocopylnzﬂuermmbgnlmr,

DAKL dari sekolah asal:

DAKL dari sekolah yang dituju,

Analisa Jabatan dan sekolah asal

0 Ana!iuJatmmdansokddwangdmm

O 00 dO W de WM =

Dur et pturveriinaed wroaaen re
Aade” *rpmgrnae Dasan

KETERANGAN.

1. Pemohon menyampaikan barkas ke petugas oket untuk disampaikan ke
bagian umum untuk di agendakan dan diteruskan kepada kepala Kepala
DmmmmmemTawmadim;

2 muMmmmmswwum&mmm.

3 Bidang Ketenagaan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesua
dengan persyaratan;

4 Pmdmmtmmmm'mmwmnm
Kepala Dinas

5 Surat rekomendas: dinomor. di bubuhi stempel dinas dan selanjutnya
dimupmwmbkmmumammm
bersangkutan untuk diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah

. WAKTU PELAYANAN

7 (satu) Han

 BIAYA PELAYANAN

GRATIS

_PRODUK PELAYANAN
PENGADUAN DAN
INFORMASI LEBIH
LANJUT DAPAT
DISAMPAIKAN ATAU
DIPEROLEH MELALUI

Sekrotaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
NoHP = 081361753232

Adapun saran dan masukan capat dilakukan dengan prosedur
1. Datang langsung

2. Surat

3 Via Telp/Wa




Xl

a.mswmmmwmmmm

NO | KOMPONEN Ss— ~ URAIAN =
1 lDuarwukum 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
PendidskanNasional,
2 Undang_UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
TambahanlLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6 Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 7 Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dengan
hngkungan daerah provins: Sumatera Wtara,
7. Peraturan Bupati Tapanull Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kab Tapanui Utara,
8 Peraturan Bupali Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2018 Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kena Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanull Utara,
8 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN)
10.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Kemudian
11 Peratwan BKN Nomor 5 Tahun 2019tentang Tata Cara
) Pelaksanaan Mutas:
2 Sarana dan Prasarana 1 ATK
darvatau Fasitas 2 Buku agenda
3 Komputer
‘ m rrn - T — . .
3 Kompetensi Pelaksana 1. Kualtas pencdikan minimal SLTA Sederaat
2. Mampu mengoperasikan computer
{ 3. Memberikan pelyanan dengan senyum salam sapa sopan, dan
santun
4. mampu berkomunikas: secara lisan dan tertulis secara baik
| 5. mampu berkordinas: dengan efektif dan efisien
4  Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara bejenjang ——
5 Jumiah Pelaksana 2
6 Jaminan Pelayanan 1 Maklumat Pelayanan Melakukan layanan sesua dengan standar yang
telah dtetapkan
2 Petugas penyelenggaraan layanan memilkd kompetensi yang memadai
dan santun
3. pelayanan yang dibenkan secara cepat, tepat agar tercapal hasil yang
sesuai yang dingankan
7 Jaminan Keamanan dan -
Keselamatan Pelayanan
8 Evaluas: Kinerja Dokumen Arsip

Pelaksana




XIl. A. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Layanan Dapodik Penambahan PTK Baru
Fuo KOMPONEN T~ __ URAAN
2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),
3 Bupati,
4. SK Pengangkatan dar sekolah
5. SK Pembagian Tugas dari Sekolah ‘
6 ljazah Terakhir ’
3 | PROSEDUR )
.
—
~~8° — '
0w — = 3
' e
-~
&.’ w
FIMIANAN )
KETERANGAN
1 Pemohon menyampaikan berkas ke petugas loket untuk disampaikan ke bagian
umum untuk di agendakan dan diteruskan kepada kepala Kepala Dinass
PenmchaumymKammehmkdw.
2 Bagian Umum menyampaikan berkas tersebut ke Bidang Pembinaan
Ketenagaan,
3 BdangKmnmddmkaanimdanMemmmmwu
Bupati Tapanuli Utara,
4 Bidang Pembinaan Ketenagaan membuat surat yang di tandatangani Kepala |
Dinas agar Kepala Sekolah menerbitkan SK.
5 Kepala Sekolah menyampakan SK Guru tersebut ke Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, ‘
6 Dinas Pendidkan dan Kebudayaan melalul operator melskukan penambahan |
! __PTK pada Dapodik secara online - |
4 WAKTU 1 (satu) minggu
PELAYANAN N
5 BIAYA GRATIS
PELAYANAN »
6 PRODUK PTK baru masuk di aplikasi Dapodik
| PELAYANAN | -
7 PENGADUAN Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAN No HP 081361753232
INFORMAS!
LEBIH LANJUT  Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur
DAPAT 1. Datang langsung
DISAMPAIKAN 2 Surat
ATAU 3 Via Telp/Wa
DIPEROLEH J
| MELALUI




XIIBKonmsmuPemmwmmmm

'NO | KOMPONEN = ~ URAIAN ]
1 | Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
PendidikanNasional

2 UMUMNW%TMMWPWPM
(MWMRWTMZOOSNWH& |
TMLMMW&MNWSNG)

‘3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tmmm.embomNmRMkhdomiaNmsasn

4 Pmanpmmmwmmzmszmpmw\

M(LMWWIWTMZMBWHQ

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

S PomMomanaymmApnuNoonddeormi

Nw15Tm2014lumPodommsdeaym:

6 Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 7 Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten  dengan

lingkungan daerah provins: Sumatera Utara;

7 Pommawnpmnumuomosrmzowmm

Pembentukan Perangkat Daerah Kab. Tapanul Utara,

Peraturan Bupati Tapanuh Utara Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan,

Su&anrg-w.demFmoumeKm‘.Dims

- Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara:

- 9 WMWNTM_MSMMPMPWM
2 Sarana dan Prasarana 1 ATK
dan/atau Fasitas 2 Buku agenda
3. Komputer
- 4 Printer o P e =]
3 Kompetens: Pelaksana 1. Kualitas pendidikan minimal SLTA Sederajat
2. Mampu mengoperasikan computer
3. Memberikan pelyanan dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan
santun
4. mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis secara baik
5. mampu berkordinasi dengan efektif dan efisien =
5 | Jumiah Pelaksana 1 Orang S -
6 Jaminan Pelayanan 1 mewmmmmmm
ah dietapkan
2 meﬂmmiﬁklmmmm
dan santun A
3 Mymmdwmsmmmmmmwm
I o sesuai yang diingankan - 2
7 Jaminan Keamanan dan | -
Keselamatan Pelayanan L1 » _
8  Evaluasi Kinera Dokumen Arsip




XIll. A. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Layanan Tunjangan Pendidik
' NO | KOMPONEN ' URAIAN |
1 | PERSYARATAN |1 Masa kerja minima 1 tahun = ' =1
(2 Momiﬁkibebmkorjasebagagwpadaomodsk
'3 SK Bupati,
4 SK Pembagian Tugas dan sekolah
e t—————ee
2 | PROSEDUR
| |
KETERANGAN
1 Kepala Sekolah menyampaikan SK Pembagian tugas ke petugas loket untuk di ‘
sampaikan ke bagian umum untuk diagendakan dan seterusnya disampaikan ke
Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara untuk di
disposisi
2  Bagian Umum menyampaikan berkas ke Bidang Pembinaan Ketenagaan:
3 Buang Pembinaan Ketenagaan melakukan verifikas: melalui Dapodik.
4 Bdang Pembinaan Ketenagaan membuat Nota Konsep SK Penerima tunjangan
yang diandatangani Kepala Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten
Tapanuli Utara,
5 SK Penerima Tunjangan ditandatangani Bupati Tapanuli Utara,
6 Dinas Pendudikan dan Kebudayaan mengajukan Pencairan Tunjangan
4 | WAKTU 14 (empat belas) han
PELAYANAN -
5 BIAYA GRATIS
PELAYANAN
6 | PRODUK Turgangan Pendidik
| PELAYANAN L. el o B
7 PENGADUAN Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAN No HP 081365175-3232
INFORMASI
LEBIH LANJUT Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur
DAPAT 1. Datang langsung
DISAMPAIKAN 2. Surat
ATAU 3 Via Telp/Wa
DIPEROLEH
L MELALUI =




XIlI.B. Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan

NO KOMPONEN. . URAAN
1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
PendidikanNasional,
2. Undang_UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 215
TambahanlLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
‘5. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi
| Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
'8 Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 7 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dengan
lingkungan daerah provinsi Sumatera Utara,
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kab Tapanul Utara,
8 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan
Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara; .
T 8. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. |
2 Sarana dan Prasarana 1. AT y
dan/atau Fasiktas 2. Buku agenda
3 Komputer
e — 4. Printer T =
3 Kompetensi Pelaksana 1. Kualtas pendidikan minimal SLTA Sederajat
2. Mampu mengoperasikan computer
‘3.Memberikanpolymmsenm. salam, sapa  sopan, dan
4, mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis secara balk
. 5. mampu berkordinasi dengan efektif dan efisien
5 | Jumiah Pelaksana | 10rang a0 B ="
6 Jaminan Pelayanan -1 Maklumat Pelayanan Melakukan layanan sesuai dengan standar yang
\ teiah ditetapkan
2 Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetens: yang memadal
dan santun
3. pelayanan yang dibenkan secara cepat, tepat agar tercapai hasil yang
| - sesuai yang diingankan.
7 Jaminan Keamanan dan | -
| Keselamatan N B |}
8 Evaluas: Kinerja Dokumen Assip
Pelaksana




XIV. A. STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Layanan Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

'NO | KOMPONEN __URAIAN

1| PERSYARATAN Proposal terdini darl
Latar belakang kurikulum satuan pendidikan,

Tuuan Pendidikan, Visi Misi sekolah serta Analisis SWOT.
Struktur Muatan Kurikulum,
Kompetansi isi dan kompatens: dasar,

Kalender Pandidikan dan Kalender sekolah.

Sampel rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

DA WN -

2 | PROSEDUR

Searat resamendcay Gterusan ke
Famenaar Pardaiian 50 das
e

KETERANGAN

1 Kepala Sekolsh mangajukan berkas kepada petugas Iokel dan

disampaikan ke Baglan Umum untuk ¢ agendakan dan selerunya

disampikan kepada Kepala Dinas untuk o disposisi,

Baglan umum menyampakan berkas ke Kepala seksi Kurikilum untuk &

proses ke Bidang Pembinaan Pandidikan SD dan SMP,

Bidang Pembinaan Pendidkan SD dan SMP memeriksa/memverifikas:

barkas

4 Bidang Pembinaan Pendidikan SD dan SMP mengeluarkan surat Lembar
Pangesahan untuk @ tanda langani Kepala Dinags

5 Layanan Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan (KTSP) yang
sudah di tandatangan dibubuhe stempel kemudian diserahkan kepada
petugas loket untuk disampakan kepada yang Penenma layanan

Yy

w

3 | WAKTU PELAYANAN 1 (satu) Mar)
4 | BIAYAPELAYANAN | GRATIS
5 | PRODUK PELA\_:ANAN Pangesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
6 | PENGADUAN DAN ‘Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INFORMAS! LEBIM No HP = 081361753232
LANJUT DAPAT

DISAMPAIKAN ATAU Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur
DIPEROLEH MELALUI K Ms“ tangsung
2

~ 3.Via Telp/Wa




XIV B Komponen Standard Pelayanan yang terkat dengan proses pengelolaan pelayanan

m PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
T KAE TAPANULI UTARA

UTAMA MUDA

_NO KOMPONEN P i S URAIAN |
1 | Dasar Hukum ! Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem |
PendidikanNasonal,
2. Undang_UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan |
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
TambahanlLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
4  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatlr Negara dan Reformasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,
6. Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 7 Tahun 1956 Tentang
Peambentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dengan
kngkungan daerah provins: Sumatera tara;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kab Tapanw Utara.
8 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kera Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara,
9 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan,
10. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 61 Tahun
2014 tentang KTSP,
11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 35 tahun
| | U 2018 tentang Kunkulum 2013
2 Sarana dan Prasarana 1 ATK
dan/atau Fasilitas 2. Buku agenda
3 Komputer
" 4 Printer |
3 Kompetensi Pelaksana 1. mmmmamm 1
2. Mampu mengoperasikan computer |
3. Memberikan pelyanan dengan senyum salam, sapa sopan dan
santun
4. mampu berkomunikas: secara ksan dan tertulis secara baik )
5. mampu berkordinasi dengan efektf dan efisen o
“ Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara bejenang |
5 | Jumiah Pelaksana 10rang :
6 Jaminan Pelayanan 1 Maklumat Pelayanan Melakukan layanan sesual dengan standar yang |
telah dietapkan ’
2 MWWWWMHMMMMM&
santun
3 pelayanan yang diberikan secara cepat. tepat agar tercapal hasil yang ‘
sesuai yang dungankan ‘
7 Jaminan Keamanan dan | - '
| Keselamatan Pelayanan | = . N -
8 | Evaluas Kinerja Dokumen Arsip ‘
Pelaksana
Ditetapkan di Tarutung



